PENDAHULUAN

Indonesia, negara terbesar keempat di dunia dengan jumlah penduduk yang
telah mencapai 269,445,428 jiwa ini (Worldometers, 2019) merupakan negara yang
masuk ke dalam daftar negara terkorup versi Transparency International. Survei
tahunan yang dilakukan oleh Transparency International mencatat bahwa
Indonesia menempati posisi ke-14 sebagai negara terkorup se-asia pasifik (Muliana,
2018).

Korupsi, sebuah istilah yang diyakini lekat dengan kehidupan masyarakat
Indonesia diartikan oleh Hegel secara sempit mengacu disalahgunakannya suatu
kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi (Ruslan, 2017). Kemudian dari
Kartono korupsi dimaknai sebagai perbuatan menyalahgunakan wewenang dan
jabatan yag dimiliki seorang individu agar mendapatkan keuntungan, yang mana
akan merugikan kepentingan umum maupun negara (Sihombing, 2018).

Lebih jelasnya korupsi dideskripsikan sebagai gejala, seperti salah pakai
ataupun menyalahgunakan kekuasaan dan kekayaan negara dengan menggunakan
wewenang demi keuntungan pribadi, memperkaya diri, meloloskan diri dari
pelanggaran, atau untuk mendapatkan fasilitas tertentu yang bukan menjadi
haknya (Sihombing, 2018). Contohnya yaitu perilaku pejabat atau seorang elit
yang mengambil keuntungan dan menggunakan monopoli akses kepada birokrasi,
seperti izin ekspor-impor, izin pembangunan, izin pengeboran, untuk membantu
diri sendiri atau kelompoknya (Ruslan, 2017).

Sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian di Indonesia yang
bernama Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data statistik mengenai perilaku
korupsi. Data ini dikenal sebagai Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK). IPAK
mengukur perilaku masyarakat yang termasuk tindak korupsi skala kecil. Tindak
korupsi berskala kecil yang dimaksud ialah berkaitan dengan layanan publik
berupa perilaku pemerasan, nepotisme, dan penyuapan. Pengukuran IPAK
didasarkan pada dua dimensi, yaitu dimensi persepsi yang merupakan pengukuran
dari tingkat pemahaman anti korupsi dan dimensi pengalaman yang mengukur

perilaku anti korupsi masyarakat.



Hasil data IPAK tahun 2017-2018 yang dirilis oleh BPS menunjukkan
bahwa indeks persepsi mengalami peningkatan poin dari tahun sebelumnya
sedangkan indeks pengalaman megalamami penurunan poin. Kesimpulan dari
data IPAK adalah masyarakat Indonesia memiliki perilaku yang semakin korup
walau pemahaman mengenai anti korupsi meningkat.

Perolehan data mengenai tindak korupsi lainnya, juga didukung dari
sebuah survei nasional oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang menunjukkan
bahwa kaum muda merupakan golongan masyarakat yang lebih permisif terhadap
korupsi dibanding golongan usia lainnya. Korupsi yang dimaksud lebih mengarah
pada tindak korupsi berskala kecil seperti menyogok pegawai pemerintah demi
mendapatkan KTP, menyuap polisi saat pembuatan SIM (Mustika, 2018) atau
menyuap polisi saat dikenai tilang (Sihombing, 2018). Sejalan dengan temuan dari
LSI, sebuah penelitian yang dilakukan oleh Sihombing (2018) juga mendukung
bahwa pemuda Indonesia lebih familiar dengan “korupsi”, yang mana penelitian
ini membandingkan korupsi dengan integritas.

Masyarakat Indonesia yang termasuk dalam golongan muda dominannya
berasal dari golongan mahasiswa, dan berdasarkan perhitungan statistik
Pendidikan Tinggi tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Ristekdikti pada tahun 2019
menampilkan jumlah mahasiswa yang telah mencapai  6.951.124 jiwa di seluruh
Indonesia. Mahasiswa dikenal sebagai golongan yang paling berani
menyampaikan pendapat dan kritik terhadap pemerintah, termasuk mengkritisi
dan menentang segala bentuk tindak korupsi yang dilakukan oleh oknum pejabat
dan aparatur negara.

Citra mahasiswa yang kritis dan berani tergambarkan dalam beberapa
liputan berita, seperti yag dimuat dalam lama berita inilahbanten.co.id massa
mahasiswa melakukan aksi agar kasus dugaan korupsi di Dinas Pendidikan dan
kebudayaan Banten oleh Wahidin Halim segera diusut tuntas (Soleh, 2019).
Kemudian dalam laman berita mudanews.com organisasi mahasiswa Gema
Labura menggelar demo terhadap Bupati Labuhanbatu Utara atas dugaan korupsi
Pajak Bumi dan Bangunan yang bernilai 3 milyar rupiah (Daulay, 2019).



Mahasiswa memang tak gentar mengkritisi dan menentang tindak korupsi
pemerintah, namun ternyata mahasiswa juga tak lepas dari tindak korupsi.
Diberitakan bahwa 5 Aktivis muda HMI berhasil melakukan korupsi dana bansos
dengan modus mengajukan proposal fiktif (Nurdin, 2015). Korupsi dana bansos
Pemprov Jateng dilakukan pula oleh seorang mahasiswa menggunakan proposal
fiktif dan berhasil mencairkan dana total hingga 100 juta rupiah (Utami, 2018).

Berdasarkan pada acuan pasal-pasal pada UU No. 20 Tahun 2001 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi dirumuskan menjadi 30 bentuk
namun dapat dikelompokkan sebagai kerugian keuangan negara, suap-menyuap,
penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan
dalam pengadaan, dan gratifikasi.

Salah satu faktor terjadinya korupsi adalah aspek perilaku individu
(Wahyudi, 2010). Dalam sudut pandang psikologi, sudah dapat dikatakan sebagai
sebuah perilaku bila ada respon terhadap suatu rangsangan walau masih berupa
atensi (perhatian), persepsi, sikap, dan pengetahuan (Notoatmodjo, 2003).
Persepsi menjadi salah satu aspek dari perilaku manusia.

Persepsi  dapat  diartikan  sebagai  proses  pengorganisasian,
penginterpretasian terhadap stimulus yang diterima oleh individu sehingga
menjadi sesuatu yang berarti, dan merupakan kegiatan yang terintegrasi dalam diri
individu (Walgito, 2010). Pendapat lain menyebutkan bahwa persepsi merupakan
proses pengintegrasian sensasi yang dirasakan dengan pengetahuan yang telah ada
sebelumnya (Solso, dkk. 2008). Setiap orang akan memiliki persepsi yang
berbeda pada stimulus yang sama (Solso, dkk., 2008).

Faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang dapat dibedakan menjadi
dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berupa kepribadian
individu, atensi, keinginan dan harapan, nilai, dan motivasi, sedangkan faktor
eksternal berupa kondisi lingkungan (Toha, 2003).

Korupsi yang dilakukan oleh mahasiswa tidak selalu berkaitan langsung
dengan uang, namun mereka melakukan pelanggaran terhadap hal yang
diamanahkan pada mereka (Falah, 2012). Menurut Walida, dalam bidang



akademik, yaitu mencontek saat ujian dan menjiplak atau melakukan plagiasi
karya milik orang lain dan mengakui sebagai miliknya (Rohkmah dkk, 2018)

Melalui wawancara singkat yang dilakukan tanggal 13-15 oktober 2019
terhadap tiga orang mahasiswa aktivis di salah satu universitas swasta di
Surakarta, peneliti mendapatkan beberapa poin data yang berkaitan dengan
perilaku korupsi. Dua dari tiga mahasiswa mengakui bahwa mereka mencontek
saat ujian dan pernah meniru tugas milik temannya. Sedangkan untuk perilaku
korupsi yang berkaitan langsung dengan uang dan melibatkan instansi tertentu
pernah dilakukan oleh salah satu dari tiga informan, yaitu suap terhadap instansi
kepolisian demi pengurusan SIM (surat ijin mengemudi) melalui kenalan yang
bekerja di instansi tersebut. Mengapa hal ini dapat terjadi? Alasannya sejalan
dengan penjelasan Wakhidah (dalam Rokhmah dkk, 2018) bahwa korupsi juga
dapat terjadi karena dukungan sosial.

Faktor lain yang juga mempengaruhi korupsi pada mahsiswa ialah gaya
hidup hedonisme yang dimiliki. Hasil penelitian Sartika & Hudaniah (2018)
terhadap mahasiswa pengurus lembaga intra kampus menunjukkan bahwa
semakin tinggi gaya hidup hedonis mahasiswa, akan semakin tinggi pula intensi
korupsinya. Sedangkan penelitian dari Rusmita (2015) mengenai persepsi
mahasiswa akutansi terhadap korupsi menunjukkan bahwa faktor exposure
menjadi pemicu paling tinggi terjadinya korupsi. Faktor exposure atau
pengungkapan adalah faktor yang berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi
yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku diketemukan melakukan
kecurangan.

Siswandari dkk (2020) dalam penelitiannya menemukan bahwa ada tujuh
jenis perilaku mahasiswa yang dianggap berpotensi memicu tindakan korupsi: (1)
menyuap, dengan menawarkan makanan atau jenis lainnya, untuk meringankan
usaha; (2) mencontek saat ujian; (3) memberikan data keuangan palsu yang
ditujukan untuk keuntungan pribadi; (4) menyalin karya orang lain; (5)
mengambil makanan yang dijual tanpa membayarnya; (6) mengambil makanan
lebih dari ketentuan panitia; (7) mengutip tanpa menyebutkan sumbernya. Dari



ketujuh jenis perilaku tersebut, suap dipersepsikan sebagai pemicu utama tindak
korupsi di masa mendatang (Siswandari dkk, 2020).

Menjadi hal yang cukup ironis jika melihat fenomena mahasiswa yang
melakukan tindak korupsi padahal mahasiswa sendiri dilabeli sebagai golongan
yang kritis terhadap tindak korupsi. Berdasarkan dengan kondisi yang telah
dipaparkan tersebut melatarbelakangi peneliti untuk melakukan penelitian
mengenai persepsi perilaku korupsi pada mahasiswa aktivis.

Sesuai dengan apa Yyang disampaikan, peneliti ingin mengetahui
bagaimana persepsi perilaku korupsi pada mahasiswa aktivis. Manfaat teoritis
penulisan proposal ini adalah memberikan kontribusi bagi pengetahuan ilimiah
bidang Psikologi, khususnya Psikologi Sosial, memberikan informasi tentang
perilaku korupsi yang ada pada kalangan mahasiswa aktivis, serta guna
melengkapi salah satu persyaratan untuk tugas akhir Skripsi Jurusan Psikologi,
Fakultas Psikologi, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Sedangkan manfaat
praktis pada penelitian ini adalah memberikan kontribusi literatur keilmuan dan
menjadikan penelitian ini sebagai literatur untuk pendidikan anti korupsi.
Pertanyaan yang muncul dari penelitian ini adalah: bagaimana persepsi perilaku
korupsi pada mahasiswa aktivis?



